BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR '/ TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang
memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas
keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pesawaran;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 72 Tahun 2017
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesawaran;

Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor: 411/IV.01/HK/2021
tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Pesawaran;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3
4

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
Bupati adalah Bupati Pesawaran.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran
Kabupaten Pesawaran yang telah ditetapkan sebagai Badan
Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor :
411/IV.01/HK/2021 tentang Penetapan Status Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran
Kabupaten Pesawaran.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat
lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD
dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana
kerja dan anggaran SKPD.

Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD untuk memenuhi
kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta
lancarnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi BLUD RSUD Pesawaran dalam pengelolaan investasi
dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
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Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kontribusi
kepada BLUD RSUD Pesawaran dalam meningkatkan pendapatan
untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Pesawaran.

BAB III
INVESTASI

Pasal 4

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD
dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi
jangka pendek.

Pasal 5

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
kurang.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus
kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) meliputi :

a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga)
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis; dan

b. Surat berharga jangka pendek.

Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. dituyjukan untuk manajemen kas; dan

c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 6

Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh direktur sesuai wewenang dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

Pejabat Keuangan BLUD menyampaikaan laporan bulanan kepada
pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan kewajiban
yang timbul akibat dari investasi.



(2) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pengelolaan
investasi.

(3) Laporan bulanan tersebut disampaikan kepada Bupati oleh
pemimpin BLUD melalui Dewan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesawaran.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN
BERITA DAERAH :.1- PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR <~



